BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050/ 3323 TAHLN 202\

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIAYAI MELALUI

Menimbang

Mengingat

—

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan
Dana Alokasi Khusus serta mewujudkan sinkronisasi
pembangunan pusat dan daerah perlu dilakukan verifikasi
usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang
dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Verifikasi
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang
dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Dana Alokasi Khusus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

10.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui
Dana Alokasi Khusus Fisik;
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14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);,

15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 110);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten  Sukoharjo Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 174);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);

19.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor

236);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah yang dibiayai melalui Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud

diktum KESATU sebagai berikut:

a. memverifikasi rancangan usulan kegiatan Dana Alokasi
Khusus (DAK) berdasarkan kesesuaiannya dengan
prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian
target pembangunan daerah dalam  dokumen
perencanaan daerah;

b. memverifikasi rancangan usulan kegiatan Dana Alokasi
Khusus (DAK) berdasarkan kesesuaiannya dengan
potensi dan kebutuhan daerah serta dukungan
terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal;




c. memverifikasi rancangan usulan kegiatan Dana Alokasi
Khusus (DAK) berdasarkan kesesuaiannya dengan
potensi dan kebutuhan daerah serta dukungan
terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal;

d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juu 2023\

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI /S

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1.

2,

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi

terkait di lingkungan Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Tim yang bersangkutan.




Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 1 OO/ 333 TARUTL 2
Tanggal : t guu 202\
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SUSUNAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIAYAI MELALUI DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2022

KEDUDUKAN
NO JABATAN/NAMA DALAM TIM KETERANGAN
i 2 3 4

| Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan
dalam  pelaksanaan
kegiatan.

2. | Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan
dalam  pelaksanaan
kegiatan.

3. Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung |Bertanggung Jawab

Sukoharjo jawab terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan

4. | Kepala Badan Perencanaan, Ketua Bertanggung Jawab
Penelitian, dan terhadap seluruh
Pengembangan Daerah pelaksanaan kegiatan
Kabupaten Sukoharjo

S. Inspektur Daerah Kabupaten Anggota Bertanggung  jawab
Sukoharjo sesuai bidang

tugasnya.

6. Kepala Badan  Keuangan Anggota Bertanggung jawab
Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang

tugasnya.

7. | Sekretaris Badan Anggota Bertanggung jawab
Perencanaan, Penelitian dan sesuai bidang
Pengembangan Daerah tugasnya.

Kabupaten Sukoharjo

8. Kepala Bidang Ekonomi pada Anggota Bertanggung  jawab
Badan Perencanaan, sesuai bidang
Penelitian dan Pengembangan tugasnya.

Daerah Kabupaten Sukoharjo

9. |Kepala Bidang Infrastruktur Anggota Bertanggung jawab
dan Pengembangan Wilayah sesuai bidang
pada Badan Perencanaan, tugasnya.

Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

10. | Kepala Bidang Anggaran pada Anggota Bertanggung jawab
Badan Keuangan Daerah sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya.

11. | Kepala Bagian Administrasi Anggota Bertanggung  jawab
Pembangunan Sekretariat sesuai bidang
Daerah Kabupaten Sukoharjo tugasnya.
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NO

JABATAN/NAMA

KEDUDUKAN
DALAM TIM

KETERANGAN

2

3

4

13,

14.

15.

16.

Ly 2

Kepala Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Sukoharjo

Kepala Sub Bidang
Penyusunan Program pada
Bidang Penelitian,
Pengembangan, Penyusunan
dan Pengendalian
Perencanaan Badan
Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Kepala Sub Bidang
Pengendalian dan Evaluasi
pada Bidang Penelitian,
Pengembangan, Penyusunan
dan Pengendalian
Perencanaan Badan
Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Kepala Sub Bidang Penelitian
dan Pengembangan pada
Bidang Penelitian,
Pengembangan, Penyusunan
dan Pengendalian
Perencanaan Badan
Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Sub
pada

Kepala Bidang
Infrastruktur Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah pada
Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Sukoharjo

Kepala Sub Bidang
Pendidikan dan Kesehatan
pada Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan  pada
Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Bertanggung
sesuai
tugasnya.

Bertanggung
sesuai
tugasnya.

Bertanggung
sesuai
tugasnya.

Bertanggung
sesuai
tugasnya.

Bertanggung
sesuai
tugasnya.

Bertanggung
sesuai
tugasnya.

jawab
bidang

jawab
bidang

jawab
bidang

jawab
bidang

jawab
bidang

jawab
bidang
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NO

JABATAN/NAMA

KEDUDUKAN
DALAM TIM

KETERANGAN

2

3

4

19.

Joko Sriyanto, S.E

NIP. 19770704 200604 1 015
Fungsional Perencana pada
Bidang Ekonomi Badan
Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Sri  Handayani, SE, MM
NIP. 19811128 200501 2 012
Pengevaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah pada
Bidang Penelitian,
Pengembangan, Penyusunan
dan Pengendalian
Perencanaan Badan
Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Anggota

Bertanggung
sesuai
tugasnya.

jawab
bidang

Bertanggung
sesuai
tugasnya.

jawab
bidang

BUPATI SUKOHARJO,

%

ETIK BURYA




